
 
BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG 
 

NOMOR 14 TAHUN  2016 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

 BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti  Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016, telah ditetapkan 

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Peraturan Bupati Nomor 

6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2016, 

besaran dana desa setiap desa mengalami perubahan; 

c. bahwa besaran dana bagi hasil retribusi daerah kepada 

desa untuk beberapa desa terdapat perubahan; 

d. bahwa untuk pelaksanaan beberapa kegiatan perlu 
dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja 

dalam jenis belanja berkenaan;  

e. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 175 ayat (4) 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, 
pergeseran anggaran dilakukan dengan cara mengubah 

Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

 

 



f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan 
huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 
2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan  Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 

Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan  Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 5533); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 

tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 



15. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang 

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 288); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana diubah telah beberapa kali,  terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 768); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 

tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan 
Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478); 

19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 
Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2); 

20. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13); 

21. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Dana 
Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Desa 

dan Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2010 Nomor 9); 

22. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1); 

 



23. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2014 Nomor 9); 

24. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang 

Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah 
Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2014 Nomor 18); 

25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang 
Penghapusan dan Penggabungan Desa Yang Terkena 

Dampak Waduk Jatigede (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2015 Nomor 11); 

26. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2016 Nomor 1); 

27. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sumedang 
Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2015 Nomor 82); 

28. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah 

Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 1); 

29. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara 
Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Tahun 

Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2016 Nomor 6); 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016. 

  Pasal I 
 

  Lampiran II Peraturan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 

2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2016 Nomor 1) diubah, dengan perubahan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan  Bupati ini.  



 
 

 

  Pasal II 
 

  Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang. 
 

 
 

Ditetapkan di Sumedang 

pada tanggal 10 Juni 2016 
 Mei 2013                   

WAKIL BUPATI SUMEDANG, 
 

ttd 
 
 

EKA SETIAWAN 
 

 
Diundangkan di Sumedang 

pada tanggal 10 Juni 2016    
 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 
 

ttd 
 

 
ZAENAL ALIMIN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN  2016  NOMOR 14  
 


